
No.1908, 2014 BASARNAS. Standar Operasional Prosedur.
Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK.24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK.08 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
pada seluruh unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Badan SAR Nasional telah ditetapkan 136
(Seratus Tiga Puluh Enam) Standar Operasional
Prosedur (SOP) dalam Peraturan Kepala Badan SAR
Nasional Nomor PK.08 Tahun 2013 tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan SAR
Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk menyesuaikan
dengan perkembangan dan kebutuhan penataan
prosedur kerja di lingkungan Badan SAR Nasional,
perlu mengubah Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
Nomor PK.08 Tahun 2014 tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan SAR Nasional
dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
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Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 267 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang
Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4658);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang
Badan SAR Nasional;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Tata Laksana;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor
PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor
PK.15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 684);

7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 20 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan
dan Pelatihan Badan SAR Nasional;

8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 24
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
SAR sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20
Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1390);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR
NASIONAL NOMOR PK.08 TAHUN 2013 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI
LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan Kepala Badan SAR
Nasional Nomor PK.08 Tahun 2013 tentang Standar Operasional
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Prosedur (SOP), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 6 diubah,
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
(UPT) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan
Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan unit kerja sesuai
dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2. Menambah angka dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan SAR
Nasional Nomor PK.08 Tahun 2013 tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) di Lingkungan Badan SAR Nasional yakni angka 137
sampai dengan angka 306.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2014

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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